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BU.PAT! SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSI SULAWESJ[ SELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR 13 T.AHUM 2016 

TENT.ANG 

PERUBAH.AN ATAS PERATURAN BUP.ATI N<>MOR 6 TAHUN 2016 TENTANG 
PEDOMAM PENGELOLAAN AL<>KASI DANA DES.A 

DENGAN RAHM.AT TUHAN l'ANG MAHA ESA 

BUPATI SIDEifRENG lliPPA.NG, 

Menirnbang 

Mengingat 

a. Dalam rangka pemberian tunjangan dan biaya perjalanan 
dinas bagi Penjabat Kepda Desa maka dipandang perlu 
rneninjau peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 
dilakukan pern bahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang 
perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 tentang Pedoman 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Jang bersih dan bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesiaNomor �1851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 1'7 Tahun 2003 tentang Kcuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4286); 

4. Undang-Unda.ng Norn.or 1 Tahun 20011 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia'l'ahun2004 Nemer 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor •f389); 

5. Undang-Undang NomorJf Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tangg ung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republi c IndonesiaTahun 2004 Nornor 66, 
Tarnbahan Lembaran N egara Republik IndonesiaNomor 
4400); 



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah [Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nemer 4438); 

7. Undang-Undang Nemer 6 Tahun 2014 tentang o�._� 
(Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lerr; baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor .3587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 5539); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaRepublik IndonesiaNomor 5558); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2015 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5694); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 
Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah 
Tahun 2007 Nomor 7); 

MEMUTUSKAlf: 

Menetapkan : PERUBAHA.N ATAS PERATUAAN BUPATI HOMOR 6 TAHUN 
2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA 
DESA. 

Pawl 

Beberapa Ketentuan dalarn Peraturan Bupati Sidenreng Rappang 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai 
berikut: 



\.or' 

Menetapkan 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nemer 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 24, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor �i587); 

9. Peraturan Pemerintah Ncmor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik 
lndonesiaTahun 2014 Neiner 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesiaNomor 5539); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Dcsa yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaRepublik IndonesiaNomor 5558); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nornor 88, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5694); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 
Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah 
Tahun 2007 Nomor 7); 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN AT.AS PERATURA.N BUPATI NOMOR 6 TAHON 
2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA 
DESA. 

Pasal I 

Bcbcrapa Ketentuan dalam Per aturan Bupati Sidenreng Rappang 
Nomor 6 Tahun 2016 tentar.g Pedornan Perigelolaan Alokasi 
Dana Dcsa (Berita Daerah Tarr .m 2016 Nomor 6) diubah sebagai 
berikut: 



, 

I. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi: 

Pasal 9 

(1) Belanja wajib sebagaimana dimaksud dalarn pasal 7 huruf a, 
diperuntukkan untuk: 
a. tunjangan kepala desa dan penjabat Kepala desa sebesar 

Rp. 1. 700.000,-perbulan. 
b. tunjangan sekretaris desa sebesar Rp. 600.000,-perbulan. 
c. tunjangan kepala urusan sebesar Rp. 400.000,-perbulan. 
d. tunjangan kepala dusun sebesar Rp. 400.000,-perbulan. 
e. tunjangan bendah.ara desa sebesar Rp. 400.000,-perbulan. 
( tunjangan ketua BPD sebesar Rp. 400.000,-perbul?...n 
g. tunjangan wakil ketua BPD sebesar Rp. 300.000,-perbulan. 
h. tunjangan sekretaris BPD sebesar Rp. 250.000,-perbulan 

tunjangan anggota BPD sebesar Rp. 200.000,-perbulan. 
J. tunjangan imam desa sebesar Rp. 320.000,-perbulan. 
k. tunjangan imam masjid sebesar Rp. 240.000,-perb'ulan. 
l. tunjangan petugas syara sebesar Rp. 200.000,-perbuhHi 

(2) Pcmbayaran tunjangan sebagairnana climaksud pada ayat (1), dilakukan 
oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah rnelalui rekening rna.sirrg­ 
masing desa yang bcrsangkutan. 

(3) Pernbayaran tunjangan sebagairnana d'imaksud ayat 2, dilakukan oleh 
Bank yang ditunj uk ke rekening rnasi ng masing penerims t·_:.r!ja nga n , 
berdasarkan surat kuasa dari masing-r iasing pemcrintah dl:""';4 

(4} Bagi sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil lid� .. � djbf:;·ikan 
tunjangan sebagaimana dimaksud pad« ayat (1) huruf b. 

2. Ketentuan Pasal 11 huruf c angka 1 diubah sehingga berbunyi: 

Pasal 11 

Rp 350.000,-/hari 
Rp 300.000,-/hari 
Rp 200.000,- 

3.000.000,- 
600.000,-/hari 
400.000,-/ hari 
200.000,- 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

·\:rigguna.an belanja operasional sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 10 
huruf a dan huruf b, dipergunakan untuk: 
a, belanja barang dan jasa yaitu biaya barang dan jasa yang dibutuhkan 

dalam rangka operasionalisasi Pemcrintah Desa yang bersifat rut.in 
seperti ATK, peralatan kantor, biaya jasa pihak ketiga, biaya cetak dan 
penggandaan, biaya sewa, biaya makan dan minum serta BBM. 

b. belanja pemeliharaan yang meliputi biaya pemeliharaan sarana dan 
prasarana kerja, kendaraan dinas dan i:edung kantor. 

c. biaya perjalanan dinas sebagai berikut 
1. kepala desa, penjabat kepala desa, letuu dan wakil ketua BPD 

a) dalam daerah Rp. 50.000,-/hari 
b) luar daerah dalam provinsi: 

Biaya Hotel I Penginapan 
Biaya Harian 
Biaya Transport Sidrap-Makassar 

c) luar daerah luar provinsi: 
Biaya Tile.et (PP) 
Biaya Penginapan 
Biaya Harian 
Biaya Transport Sidrap-Makassar 

C· 

,, 
I 



2. sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, sekrctaris dan anggota 
BPD yang meliputi: 

Rp. 50.000.-/hari 

250.000./perhari 
200.000.-/pcrhari 
200.000.- 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

a} dalarn daerah 
b) luar daerah dalam provinsi 

- Biaya Hotel 
Biaya Harian 

- Biaya Transport Sidrap-Makssar 
c) luar daerah luar provinsi 

- Biaya Tiket (PP) Rp. 2.500.000.- 
- Biaya Penginapan Rp. 400.000.- /hari 
- Biaya Harian Rp. 300.000.-/hari 
- Biaya Transport Sidrap- Makssar Rp. 200.000.- 

d. penyediaan biaya perjalanan dinas dibatasi untuk kepentingan 
melaksanakan tugas rutin yang waktu dan tujuannya telah 
ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa dan 
BPD. 

Pasal II 

l.._j Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal 01 Februari 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerim ahkan pengundangan Peraturan 
Bupati inj dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn Siderueng 
Rappang. 

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng, 
pada tangg �tu"i -,o{(, 

RAPP ANG, 

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 
\_.. pada tanggal, It f't\:,n.,�·, .;201" 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 

RUSLAN 

BERlTA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPP.ANG TAHON 2016 NOMOR.,r.; 
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